BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa wuntuk meningkatkan kinerja dalam rangka
melaksanakan reformasi birokrasi yang telah dilakukan
Badan Informasi Geospasial, maka diberikan tunjangan
kinerja kepada pegawai di lingkungan Badan Informasi
Geospasial,

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan produktivitas kerja
berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas, perlu
diatur tata cara penghitungan dan pemberian tunjangan
kinerja di lingkungan Badan Informasi Geospasial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Badan Informasi Geospasial tentang Tunjangan Kinerja;
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Mengingat :1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 255);

6. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 218);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG
TUNJANGAN KINERJA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut
Badan, adalah lembaga pemerintah nonkementerian
yang mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu
jabatan dan bekerja penuh pada satuan organisasi di
lingkungan Badan.

Tunjangan Kinerja yang selanjutnya disebut TK
adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai
berdasarkan kehadiran dan prestasi kerja dalam
bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan,
dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan
instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam
hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal
tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat
persyaratan kualifikasi pekerjaan.

Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan
target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan
kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai

Negeri Sipil.



10.

Rencana Aksi adalah suatu rencana kegiatan yang
telah terinci dan memiliki target antara untuk
mencapai target utama dibuat setiap 3 (tiga) bulan
dengan mengacu pada Sasaran Kerja Pegawai.
Aktivitas Harian adalah aktivitas Pegawai, baik yang
mendukung pencapaian Sasaran Kerja Pegawai, tugas
tambahan, kreativitas, dan produktivitas dengan
durasi tertentu yang dibatasi dengan satuan jam.

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizikan
dalam jangka waktu tertentu.

Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil

Badan untuk mengikuti pendidikan.

Pasal 2

Selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan, Pegawai yang mempunyai jabatan

juga diberikan TK setiap bulan.

TK

Pasal 3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak

diberikan kepada:

a.

b.

Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;

Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya
dengan diberikan uang tunggu dan belum
diberhentikan sebagai Pegawai;

Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan di luar
lingkungan Badan; dan

Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan
negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani

masa persiapan pensiun.



Pasal 4
Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan

jabatan fungsional.

BAB II
PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5
TK dihitung berdasarkan:
a. penilaian kinerja; dan

b. jumlah kehadiran.

Pasal 6
(1) TK untuk jabatan pimpinan tinggi utama diberikan
dengan persentase:
a. 95% (sembilan puluh lima persen) penilaian
kinerja; dan
b. 5% (lima persen) jumlah kehadiran.
(2) TK untuk jabatan pimpinan tinggi madya diberikan
dengan persentase:
a. 90% (sembilan puluh persen) penilaian kinerja;
dan
b. 10% (sepuluh persen) jumlah kehadiran.
(3) TK untuk jabatan pimpinan tinggi pratama diberikan
dengan persentase:
a. 80% (delapan puluh persen) penilaian kinerja; dan
b. 20% (dua puluh persen) jumlah kehadiran.
(4) TK untuk jabatan administrator diberikan dengan
persentase:
a. 70% (tujuh puluh persen) penilaian kinerja; dan

b. 30% (tiga puluh persen) jumlah kehadiran.
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TK untuk jabatan pengawas diberikan dengan

persentase:

a. 50% (lima puluh persen) penilaian kinerja; dan

b. 50% (lima puluh persen) jumlah kehadiran.

TK untuk jabatan fungsional jenjang Ahli Madya, dan

Utama diberikan dengan persentase:

a. 60% (enam puluh persen) penilaian kinerja; dan

b. 40% (empat puluh persen) jumlah kehadiran.

TK untuk jabatan fungsional dibawah jenjang Ahli

Madya diberikan dengan persentase:

a. 40% (enam puluh persen) penilaian kinerja; dan

b. 60% (empat puluh persen) jumlah kehadiran.

TK untuk jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan

diatas 4 (empat) diberikan dengan persentase:

a. 25% (dua puluh lima persen) penilaian kinerja;
dan

b. 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kehadiran.

TK untuk jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan 1

(satu) sampai dengan 4 (empat) diberikan dengan

persentase 100% (seratus persen) jumlah kehadiran.

Pasal 7
Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan S1/sederajat,
S2/sederajat atau S3/sederajat, besaran TK setara
Kelas Jabatan 7 (tujuh).
Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan D3/

sederajat, besaran TK setara Kelas Jabatan 5 (lima).

Pasal 8
Pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar
program magister atau program doktor, diberikan TK
sebesar 100% (seratus persen) setara Kelas Jabatan 7
(tujuh).
Pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar
program sarjana, diberikan TK sebesar 100% (seratus

persen) setara Kelas Jabatan 5 (lima).



Pasal 9

Dalam hal Pegawai menduduki jabatan rangkap, yaitu

jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/ jabatan

pengawas dan jabatan fungsional, maka pemberian TK

berdasarkan pada TK jabatan pimpinan tinggi/jabatan

administrator/jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja

Pasal 10

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a, terdiri atas penilaian kinerja:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

organisasi; dan/atau

individu.

Pasal 11
Perhitungan penilaian kinerja untuk jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan
pengawas meliputi 100% (seratus persen) penilaian
kinerja organisasi.
Perhitungan penilaian kinerja untuk jabatan
pelaksana dengan Kelas Jabatan di atas 4 (empat}
meliputi:
a. 25% (dua puluh lima persen) penilaian kinerja
organisasi; dan
b. 75% (tujuh puluh lima persen) penilaian kinerja
individu.
Perhitungan penilaian kinerja untuk jabatan
fungsional jenjang Ahli Madya dan Utama meliputi:
a. 60% (enam puluh persen) penilaian kinerja
organisasi; dan
b. 40% (empat puluh persen) penilaian kinerja

individu.
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Perhitungan penilaian kinerja untuk jabatan

fungsional dibawah jenjang Ahli Madya meliputi:

a. 40% (empat puluh persen) penilaian kinerja
organisasi; dan

b. 60% (enam puluh persen) penilaian kinerja

individu

Pasal 12

Penilaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf a diberikan berdasarkan nilai
kinerja organisasi.

Nilai kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan capaian
Rencana Aksi.

Penilaian kinerja organisasi dilaksanakan setiap 3

(tiga) bulan.

Pasal 13

Penilaian kinerja individu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 huruf b diberikan berdasarkan nilai

kinerja individu.

Nilai kinerja individu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dengan memperhatikan capaian

Rencana Aksi dan pelaporan Aktivitas Harian.

Penilaian  kinerja individu diberikan dengan

ketentuan:

a. Pegawai dengan capaian nilai kinerja individu
> 90 diberikan penilaian 100% (seratus persen);

b. Pegawai dengan capaian nilai kinerja individu
75 < x < 90 diberikan penilaian 90% (sembilan
puluh persen);

c. Pegawai dengan capaian nilai kinerja individu
50 < x < 75 diberikan penilaian 50% (lima puluh

persen);
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d. Pegawai dengan nilai kinerja individu 25 < x < 50
diberikan penilaian 25% (dua puluh lima persen);
dan

e. Pegawai dengan nilai kinerja individu x < 25
diberikan penilaian 0% (nol persen).

(4) Penilaian kinerja individu dilaksanakan setiap 3 (tiga)

bulan.

Bagian Ketiga

Kehadiran

Pasal 14
Jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b, didasarkan kepada ketentuan hari dan jam kerja

di lingkungan Badan.

BAB III
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pemotongan TK diberlakukan berdasarkan:

a. tidak memenuhi jam kerja;
b. Cuti;
c. hukuman disiplin; dan

o

perpanjangan Tugas Belajar.
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Bagian Kedua

Tidak Memenuhi Jam Kerja

Pasal 16

Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator,
jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan
Pelaksana dengan Kelas Jabatan diatas 4 (empat)
yang tidak masuk bekerja dipotong 5% (lima persen)
per hari dari persentase kehadiran.

Jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan 1 (satu)
sampai dengan 4 (empat) yang tidak masuk bekerja
dipotong 2% (dua persen) perhari dari persentase

kehadiran.

Pasal 17

(1) Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator,

jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan

pelaksana dengan Kelas Jabatan diatas 4 (empat)

yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum
waktunya, dilakukan pemotongan TK dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kekurangan
jam kerja lebih dari O sampai dengan 30 menit;

b. 1% (satu persen) untuk kekurangan jam kerja
diatas 30 menit sampai dengan 60 menit;

c. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kekurangan
jam kerja diatas 60 menit sampai dengan 90
menit;

d. 2% (dua persen) untuk kekurangan jam kerja
diatas 90 menit sampai dengan 120 menit;

e. 3% (tiga persen) untuk kekurangan jam kerja
diatas 120 menit, dengan minimal kehadiran 240
menit; atau

f. 5% (lima persen) untuk pegawai dengan kehadiran

kurang dari 240 menit.
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Jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan 1 (satu)
sampai dengan 4 (empat) yang terlambat masuk kerja
dan/atau pulang sebelum waktunya, dilakukan
pemotongan TK dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk
kekurangan jam kerja lebih dari O sampai dengan
30 menit;

b. 1% (satu persen) untuk kekurangan jam kerja
diatas 30 menit sampai dengan 60 menit;

c. 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk
kekurangan jam kerja diatas 60 menit sampai
dengan 90 menit;

d. 1,50% (satu koma lima puluh persen) untuk
kekurangan jam kerja diatas 90 menit sampai
dengan 120 menit;

e. 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk
kekurangan jam kerja diatas 120 menit dengan
minimal 240 menit kehadiran; atau

f. 2% (dua persen) untuk pegawai dengan kehadiran
kurang dari 240 menit.

Akumulasi pemotongan dalam sebulan tidak melebihi

100% (seratus persen).

Bagian Ketiga
Cuti

Pasal 18

Pegawai yang mengambil Cuti besar diberikan TK
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pemberian
TK per hari berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai
bersangkutan.

Pegawai yang mengambil Cuti tahunan, Cuti alasan
penting, Cuti sakit dari 1 (satu) hari sampai dengan
14 (empat belas) hari dan Cuti melahirkan tidak

dikenakan pemotongan TK.
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(3) Pegawai yang mengambil Cuti sakit lebih dari 14
(empat belas) hari sampai dengan 12 (dua belas)
bulan diberikan TK sebesar 97% (sembilan puluh
tujuh persen) dari pemberian TK per hari berdasarkan
Kelas Jabatan Pegawai bersangkutan.

(4) Pegawai yang mengambil Cuti sakit lebih dari 12 (dua
belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan
diberikan TK sebesar 90% (sembilan puluh persen)
dari pemberian TK per hari berdasarkan Kelas

Jabatan Pegawai bersangkutan.

Bagian Keempat

Hukuman Disiplin

Pasal 19

Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin ringan,

dikenakan pemotongan TK dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan, jika
Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran
lisan;

b. 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan, jika
Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran
tertulis; atau

c. 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan, jika
Pegawai  dijatuhi Hukuman  Disiplin berupa

pernyataan tidak puas secara tertulis.



- 13 -

Pasal 20

Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sedang,

dikenakan pemotongan TK dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan jika
Pegawai  dijatuhi Hukuman  Disiplin  berupa
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun;

b. 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan jika
Pegawai  dijatuhi Hukuman  Disiplin berupa
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
atau

c. 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) bulan jika
Pegawai  dijatuhi Hukuman  Disiplin berupa

penurunan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat,

dikenakan pemotongan TK dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) bulan jika
Pegawai  dijatuhi Hukuman  Disiplin berupa
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun;

b. 40% (empat puluh persen) selama 2 (dua) bulan jika
Pegawai  dijatuhi Hukuman  Disiplin berupa
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah; atau

c. 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan jika
Pegawai  dijatuhi Hukuman  Disiplin berupa

pembebasan dari jabatan.
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Pasal 22
Pemotongan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19, Pasal 20, dan Pasal 21 dikenakan dari besaran TK
untuk Kelas Jabatan yang bersangkutan.
Pemotongan TK dilaksanakan pada bulan berikutnya

setelah penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Bagian Kelima

Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 23

Pegawai yang diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas

Belajar, dikenakan pemotongan TK sebesar 25% (dua

puluh lima persen) dari Kelas Jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 24
Pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai
tugas melaksanakan pelayanan administrasi
kepegawaian bertanggung jawab atas rekapitulasi
penghitungan TK.
Rekapitulasi penghitungan TK sementara diumumkan
kepada Pegawai paling lambat 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal 1 (satu) setiap bulan.
Pegawai melakukan validasi terhadap rekapitulasi
penghitungan TK sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal diumumkan.
Apabila Pegawai tidak melakukan validasi sampai
dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), maka Pegawai dianggap menyetujui hasil

rekapitulasi penghitungan TK sementara.
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Rekapitulasi penghitungan TK sementara yang telah
divalidasi oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disahkan menjadi rekapitulasi penghitungan
TK definitif oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi kepegawaian.

Rekapitulasi penghitungan TK definitif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disahkan paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 (satu)
setiap bulan berikutnya.

Rekapitulasi penghitungan TK definitif sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dijadikan dasar untuk
pembayaran TK.

Pasal 25
Pembayaran TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (7) dilakukan setiap tanggal 1 (satu) pada
bulan Dberikutnya terhitung sejak rekapitulasi
penghitungan TK definitif disahkan.
Apabila tanggal 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pembayaran TK

dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 26
Untuk perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat
pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat
pengawas, penyesuaian TK diberikan pada bulan
berikutnya sejak tanggal pelantikan.
Untuk perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat
fungsional, penyesuaian TK diberikan pada bulan

berikutnya sejak tanggal pelantikan/penetapan.
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BAB V
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 27

Pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan intern @ di
lingkungan Badan melakukan reviu berkala terhadap
rekapitulasi penghitungan TK definitif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7).

Reviu berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.

Apabila dari hasil reviu terdapat kesalahan
pembayaran TK, maka pejabat pimpinan tinggi
pratama yang mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan Badan membuat
rekomendasi.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk
membuat keputusan terkait pengembalian kelebihan

pembayaran TK atau pembayaran kekurangan TK.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

1 Juli 2019.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Februari 2019

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
HASANUDDIN Z. ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum,

[ak

Ida Suryani



